
BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR £ TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal

105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai

Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Banyumas;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penunjang pelayanan

kesehatan yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda

maka jenjang nilai pengadaan yang diatur pada peraturan

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan

Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4503);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit

Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2013 Nomor 3);

v



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2013

tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 3) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan
berdasarkan Jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung ;

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan

dengan metode pemilihan langsung untuk pekerjaan kontruksi, pelelangan

sederhana untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, dan seleksi sederhana
untuk pengadaan jasa konsultansi;

c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/ seleksi umum;

d. pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung

untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu dan barang khusus

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

NO J A B A T A N

2

PA R A F

•

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN


